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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian yang penulislakukan selama bulan Mei-Juni  dan 
analisa data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan luas garapan 3091 hektar yang 
dilakukan oleh anggota Gapoktan Hkm Wana Tani Lestari berlangsung sesuai 
dengan mekanisme dan peraturan yang ditetapkan oleh menteri kehutanan. 
Sedangkan dalam pandangan Islam, kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan 
yang dilakukan oleh anggotan Gapoktan  Wana Tani lestari diperbolehkan. 
Dimulai dari aktivitas yang dilakukan masyarakat Gapoktan Wana Tani Lestari 
dalam hal memperoleh dan menetapkan lahan garapan mereka. dalam pandangan 
ekonomi Islam kegiatan pembukaan lahan baru maupun pemindahan hak 
pengelolaan melalui jual beli hak usaha dianggap sah dan diperbolehkan, dengan 
kegiatan tersebut masyarakat memperoleh hak untuk mengelola dan 
memanfaatkan hasil yang didapat dari tanah tersebut tetapi tidak memiliki hak 
kepemilikan atas tanah tersebut. Adapun mekanisme pengelolaannya Islam tidak 
memberi aturan yang ketat dalam setiap dan semua persoalan sehingga akan 
menghalangi kebebasan bertindak manusia. Sebaliknya, sebagian besar masalah 
yang berkenaan dengan hal ini diserahkan kepada pertimbangan akal manusia 
disepanjang waktu dan tempat untuk menetapkanya, sesuai dengan situasi sosial-
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ekonomi yang senantiasa berubah, sama halnya dengan pandangan Islam, pada 
praktik dilapangan pemerintah juga menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat 
bagaimana mereka akan mengelola hutan tersebut guna memberi manfaat bagi 
kesejahteraan selama hutan tersebut dikelola secara lestari. Berdasar uraian di atas, 
maka dapat penulis simpulkan secara keseluruhan bahwasanya pengelolaan hutan 
kemasyarakatan yang dilakukan anggota Gapoktan wana Tani Lestari telah sesuai 
dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga di pebolehkan dalam 
pandangan ekonomi Islam, selama masyarakat Gapoktan Wana tani lestari tetap 
menjaga hutan agar tetap lestari. 
2. Pengelolaan hutan kemasyarakatan oleh masyarakat Gapoktan HKm wana Tani 
Lestari membawa peningkatkan terhadap kesejahteraan mereka. Akan tetapi hanya 
20% dari jumlah responden yang telah memenuhi kriteria keluarga sejahtera II. 
Peningkatan kesejahteraan ini terbukti dengan meningkatnya pendapatan 
masyarakat dalam kurun waktu 3 tahun belakangan. Peningkatan pendapatan 
tersebut berdampak pada peningkatan konsumsi makanan, pakaian, perumahan, 
pendidikan, kesehatan serta kebutuhan sekunder lainya sehingga diikuti pula  
meningkatnya seluruh sektor perekonomian seperti perdagangan dan jasa. 
Msebesar 45% masyarakat telah mampu menyisihkan uang untuk berjaga-jaga 
(saving) Peningkatan kesejahteraan ini tidak terlepas dari karunia Allah SWT yang 
telah menganugerahi masyarakat Gapoktan Wana Tani Lestari dengan tanah hutan 
yang subur, kesehatan lahir dan batin kepada masyarakat sehingga mereka dapat 
mengelola dan menghasilkan panen yang mencukupi, akan tetapi masyarakat 
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Gapoktan HKm wana tani lestari masih belummeiliki kesadaran untuk membayar 
zakat mal atas hasil panen mereka. 
 
B.  Saran  
 Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, sebagai upaya dalam 
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pengelolan hutan kemassyarakatan, 
adapun saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan baik bagi masyarakat 
pengelolahutan kemasyarakatan maupun dinas kehutn yang tergabung dala KPH 
Batutegi adalasebagaiberikut: 
1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menberi pendampingan dan pelatihan secara 
intensif kepada masyarakat pengelola hutan kemasyarakat mengenai cara 
pengelolaan dan pemanfaat hutan bahari agar tujuan dari pemanfaat hutan benar-
benar terwujud,yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan hutan lestari. 
2. Bagi masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan, agar dapat meningkatkan 
keahlian dan etos kerja dalam mengelola dan memanfaatkan tanah karunia Tuhan 
dengan baik tanpa menimbulkan kerusakan guna masa depan mendatang 
mengingat jangka waktu yang diberikan pemerintah cukup lama yakni 35 tahun. 
Hendaknya masyarakat meningkatkan tabungan mereka guna cadangan masa 
depan sebelum izin pengelolaan hutan kemasyarakatan berahir setra menggalakan 
pembayaran zakat bagi hasil panen yang telah mencapai nisabnya. 
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